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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang
Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah 
memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan 
responsif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah
1
, menekankan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Keberhasilan suatu daerah tergantung kapasitasnya dalam 
merumuskan dan menjalankan kebijakan terkait peningkatan kualitas 
pelayanan secara profesional, responsif, efisien, efektif dan tidak diskriminatif.  
Kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk memastikan adanya akses bagi 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan baik secara ekonomi, politik, sosial 
maupun budaya serta memberikan kepastian hukum atas segala bentuk 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
Upaya mendorong komitmen pemerintah tertuang dalam peraturan baik 
berupa Undang-Undang maupun Peraturan Daerah terhadap peningkatan 
pelayanan, maka pemerintah mengeluarkan pedoman tentang peningkatan 
mutu pelayanan aparat pemerintah terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan 
struktur birokrasi yang partisipatif, responsif dan memenuhi aspirasi 
masyarakat, diperlukan keaktifan warga negara dalam mengawal agar 
pemerintah benar-benar representasi pada kepentingan warganya. Pemerintah 
Indonesia menyikapi atensi akan mendesaknya pemberian kesamaan hak dan 
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004.  Jakarta. 
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kesempatan bagi disabilitas dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang tersebut bertujuan 
untuk memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik bagi 
warga negara. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pelayanan publik 
memiliki beberapa asas yang mengamanahkan kemudahan aksesibilitas 
kepada penyandang disabilitas.  
Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam 
suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok 
minoritas etnis, wanita, lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-
orang yang mengalami ketidakberdayaan.
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 Ketidakberdayaan tersebut dapat 
disebabkan oleh kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri, maupun 
kondisi eksternal seperti ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Oleh 
karenanya, sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi 
prinsip HAM-non diskriminasi, kesempataan dan kesetaraan yang sama, serta 
mengupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting 
dalam mengatasi kondisi tersebut. 
Yogyakarta merupakan daerah yang mempelopori sebagai Kota Inklusif 
dalam memberikan akses publik dan pelayanan serius bagi penyandang 
disabilitas
3
, dengan dilatari oleh keberadaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal 
demikian memacu daerah-daerah lain dalam mewujudkan kota inklusif, tak 
terkecuali Kota Malang. Sebagai wujud kesetaraan hak dan kewajiban, 
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implementasi Disability Policy telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang 
dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
4
. Pasal 1 ayat 5 
meyebutkan, bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan 
peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendaptkan kesempatan yang 
sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.  
Dinas Sosial Kota Malang mencatat jumlah penyandang disabilitas di 
Kota Malang pada tahun 2014 berjumlah 730 jiwa dari 873.716 penduduk 
Kota Malang
5
. Jumlah ini diperoleh dari dua kategori, untuk kategori anak 
berjumlah 228 orang diantaranya; tuna daksa 84 orang, tuna netra 16 orang, 
rungu wicara 43 orang, cacat mental 84 orang, cacat ganda 2 orang. Untuk 
kategori dewasa berjumlah 502 orang yaitu; tuna daksa 179 orang, tuna netra 
72 orang, rungu wicara 46 orang, cacat mental 200 orang, dan cacat ganda 5 
orang. (Laporan Dinas Sosial Kota Malang, statistik jumlah penyandang 
disabilitas tahun 2014) 
Kota Malang menargetkan pada tahun 2015 menjadi Kota Inklusif, atau 
kota ramah disabilitas. Wacana ini mencuat pada workshop di Ruang Sidang 
Balikota Malang pada 20 November 2014 dengan tema “Rencana Aksi Kota 
Malang sebagai Kota Inklusif Tahun 2015”6. Pada kesempatannya, anggota 
Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Malang Fadillah Putra mengatakan Kota 
Malang siap menjadi Kota Inklusif, ditambah Kota Malang memiliki Perda 
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Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang 
Disabilitas yang telah disahkan pada bulan Juni 2014. Fadillah Putra juga 
menyatakan, “Sehingga perbankan kita ramah difabel, sekolah, kantor Camat 
dan Kelurahan ramah terhadap difabel.” Selain itu, pada tahun 2013 Kota 
Malang dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kota 
inklusif atas beberapa kriteria yakni, pertama Kota Malang adalah kota 
pendidikan inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Kedua Kota 
Malang mempunyai kampus yang mempelopori pendidikan inklusif di 
perguruan tinggi. Ketiga kota Malang adalah kota terbesar kedua setelah kota 
Surabaya di Jawa Timur, dan di kota Malang angka penyandang disabilitas 
cukup tinggi dibandingkan kota lainnya di Jawa Timur
7
. Sejauh ini Pemerintah 
Kota Malang telah mendorong mutu pelayanan publik ramah disabilitas, 
mewajibkan sekolah-sekolah untuk menerima pelajar disabilitas dan  
merealisasikan membangun akses jalur pedestrian. 
 Akesibilitas ramah disabilitas masih dilakukan Pemerintah Kota 
Malang, mengacu pada Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 90 
ayat 1, “Penyediaan aksesibilitas yang dimaksudkan untuk menciptakan 
keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar 
dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”. Dinas Sosial dalam ranahnya 
menjalankan program pelatihan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang 
disabilitas agar dapat beraktifitas secara mandiri. Hal ini sesuai target Kota 
Malang menjadi Kota Inklusif di tahun 2015. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul 
“Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sebagai Sebagai Komitmen 
Pemerintah Kota Malang Mewujudkan Kota Inklusif” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka 
permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagai 
komitmen Pemerintah Kota Malang mewujudkan Kota Inklusif? 
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam implementasi 
Perda Nomor 2 Tahun 2014? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengtahui proses 
implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta faktor pendukung dan faktor 
penghambatnya. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Akademis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
dan bahan kajian bagi perkembangan disiplin ilmu mahasisiwa 
Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya mahasiswa Ilmu 
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Kesejahteraan Sosial terkait perlindungan dan pemberdayaan bagi 
penyandang disabilitas demi terciptanya negara sejahtera. 
b. Dapat dijadikan sebagai refrensi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi 
peneliti lain yang tertarik pada konsentrasi kajian kebijakan sosial. 
2. Manfaat Praktis 
Sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi saran yang diajukan 
sebagai sumbangan pemikiran yang kiranya dapat dipertimbangkan bagi pihak 
pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan masyarakat untuk menindak 
lanjuti amanat Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 agar pelaksanaan 
pelayanan publik lebih tepat, efektif, efisien, professional dan non-
diskriminatif demi meningkatkan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas 
sesuai asas kemandirian, aksesibilitas, manfaat, adil, keseimbangan, 
pemerataan dan penghormatan. 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini agar lebih terarah 
serta berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun 
ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam laporan penelitian : 
1. Profil Kota Malang 
2. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang 
3. Fasilitas ramah difabel di Kota Malang  
4. Wujud inklusifitas dan Kota Inklusif 
5. Faktor pendukung dan penghambat implementasi 
6. Kelompok masyarakat difabel Kota Malang 
7. Pasal-pasal yang implementatif 
